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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR  8 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA ASET TAK BERWUJUD 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan aset yang 

oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, 

mempunyai manfaat ekonomi atau potensial jasa 

terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk 

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan 

manfaat ekonomi atau potensial jasa dari suatu aset tak 

berwujud; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, bahwa Pemerintah Daerah 

mempunyai tugas untuk Menyusun Sistem Akuntansi 

Pemerintahan yang salah satunya adalah amortisasi 

barang milik daerah berupa aset tak berwujud; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Amortisasi 

Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud;  

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

SALINAN 
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UndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Nrgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor  238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6775); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);   
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 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 

Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 319); 

 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 

2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET 

TAK BERWUJUD. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

4. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah selaku pengguna 

barang.  

5. Unit kerja adalah bagian PD selaku kuasa pengguna barang. 

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal 

dari perolehan lainnya yang sah. 

7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.   

8. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi 

namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan 

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

9. Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada 

pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 

deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dihasilkan atas inspirasi, 

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau 

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau 

dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang 

secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama 

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan 

masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau 

proses. 
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11. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta 

atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak 

ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat 

tertentu. 

12. Franchise adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak 

memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual 

atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan 

suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak 

lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang 

dan jasa. 

13. Perangkat Lunak (Software) adalah suatu perangkat yang bukan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) 

komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis 

hardware lainnya. 

14. Kajian adalah hasil dari pemikiran atau penelaahan sesuatu lebih 

lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang 

selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan. 

15. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang 

selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset 

Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa 

manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud 

yang memiliki masa manfaat terbatas.  

16. Harga Perolehan adalah   jumlah   kas   atau   setara   kas   yang   

dibayarkan atau nilai   wajar   imbalan   lain   yang diberikan   untuk   

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai 

dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk 

dipergunakan.  

17. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah 

produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

18. Belanja Modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset 

Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 
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19. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua 

pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang 

dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, 

meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan 

kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit yang diproduksi 

oleh suatu aset tetap. 

20. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar Aset Tetap 

dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya. 

BAB II 

AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH  

BERUPA ASET TAK BERWUJUD 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup dan Objek Amortisasi 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak 

Berwujud dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas 

perolehan, serta pelaporan Aset Tak Berwujud bagi Perangkat Daerah 

dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

(2) Pengaturan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. objek amortisasi; 

b. harga perolehan; 

c. pelaksanaan amortisasi; dan 

d. masa manfaat dan syarat perhitungan. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan untuk: 

a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan 

manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan 
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b. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam 

menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk 

mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.  

Pasal 4 

(1) Amortisasi Barang Milik Daerah dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud, 

antara lain meliputi: 

a. lisensi dan franchise; 

b. hak cipta (copyright); 

c. hak paten; 

d. perangkat lunak (software); dan  

e. kajian. 

(2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menjadi 

obyek amortisasi adalah Aset Tak Berwujud yang masa manfaatnya 

terbatas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan telah 

memenuhi kriteria, prinsip pengakuan dan/atau prinsip pengukuran 

Aset Tak Berwujud. 

(3) Dalam rangka memenuhi prinsip pengakuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Aset Tak Berwujud yang masih difungsikan harus 

didaftarkan pada lembaga yang berwenang. 

 

Bagian Kedua 

Harga Perolehan 

Pasal 5 

(1) Aset Tak Berwujud yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi 

dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap tercatat dalam Kartu 

Inventaris Barang dengan menunjukkan harga perolehan maupun 

akumulasi amortisasinya. 

(2) Aset Tak Berwujud yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dilakukan 

penghapusan. 
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Pasal 6 

(1) Dalam hal terjadi perubahan harga perolehan Aset Tak Berwujud, maka 

perubahan tersebut akan diperhitungkan dalam amortisasi untuk 

periode selanjutnya. 

(2) Perubahan harga perolehan Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat disebabkan antara lain karena kapitalisasi akibat 

pengeluaran setelah perolehan Aset Tak Berwujud atau koreksi 

kesalahan atas pengukuran Aset Tak Berwujud. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Amortisasi 

Pasal 7 

(1) Amortisasi berupa Aset Tak Berwujud yang masa manfaatnya terbatas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan pada setiap 

bulan. 

(2) Amortisasi berupa Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap unit Aset 

Tidak Berwujud. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang diperlakukan sebagai satu unit 

Aset Tidak Berwujud sepanjang Aset Tidak Berwujud tersebut hanya dapat 

dipergunakan bersamaan dengan Aset Tidak Berwujud lainnya. 

Pasal 8 

(1) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan Amortisasi atas Aset Tak 

Berwujud dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Kekayaan dan Barang Milik Daerah (SIMBAKDA) dengan pembulatan 

hingga satuan rupiah terkecil dan dua angka pecahan desimal. 

(2) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang. 
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Bagian Keempat 

Masa Manfaat dan Syarat Perhitungan 

Pasal 9 

(1) Masa manfaat Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas 

(finite life) dilakukan amortisasi selama masa manfaat atau masa secara 

hukum mana yang lebih pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Metode amortisasi yang digunakan yaitu metode garis lurus (straight 

line method) untuk objek Aset Tak Berwujud yang memiliki masa 

manfaat terbatas (finite life). 

(3) Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan walaupun Aset 

Tak Berwujud tersebut tidak dipergunakan lagi. 

(4) Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas (indefinite 

life) tidak diamortisasi.    

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

a. Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya 

amortisasi Aset Tak Berwujud dikenakan koreksi amortisasi Aset Tak 

Berwujud; 

b. koreksi amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada 

huruf a: 

1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi 

amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca; 

2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode 

diberlakukannya amortisasi; dan 

3. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan 

pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset 

Tak Berwujud. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Amortisasi Barang 

Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 12 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

Ditetapkan di Makassar  

pada tanggal 14 Februari 2023 

      GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  

 

    

 

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN  

 

Diundangkan di Makassar  

pada tanggal 14 Februari 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN,  

 

 

 

A. ASLAM PATONANGI   

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 8  

ttd. 

ttd. 


